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BUPAT] SINTANG
PROVINS] KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

POLA TAT
. A KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE

Menimbang

Mengingat

MUHAMMAD DJOEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LA

BUPATI SINTANG,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam  Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah dan penetapan Rumah Sakit
Umum Daerah Ade Muhammad Dyoen  Sintang
menjadi Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu
diatur Pola Tata Kelola sebagai peraturan inlernal
pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah,

bahwa Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umnum Daerah
Ade Muhammad Djoen Sintang mempunyai arti
penting dalam rangka pelaksanaan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang tertib
peraturan perundang-undangan, efektif, dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pola
Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ade
Muhammad Djoen Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Dn
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema

Nomor 1820};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun Di?gc bt:::;;ﬁ
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih O
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme gﬂ;cgm o
Republik Indonesia Tahun 1 g ';a
ambahan Lembaran Negara Repu dones:

Nomor 3851});

3. Undang-Undang .-
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AABEN?2
hidday,

""“‘N:‘:::‘;“““ Mutmon 29 Tahun 2004 Leniang
TS P Hokteran  (lembaran Negara Republik

“;"“mm: N’lnhcm AOUA  Nonuw 116, Tembwahan
WAt Mepubhik Indonesia Nomor 4431);

Unidaig 1
""lt‘-mu Wlang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

M Jatiinan Bosial Nasional (lembaran Negara
; ik tidionesia Tahun 2004 Nomor 150,

Painbiadiar 1 .
asy : :
Norn 4436, Mharan  Negara Republik  Indonesia

Uanimlg(lmluug Nomor 36 Tehun 2009 —
qosehatan (Lembaran Neara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 144, Tambehan Lembaran
Newara Republik indonesia Nomor 5063),

Unduuglludung Nomaor 44 Tshun 2009 tentang
.'f"m“h Hakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2000 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesis Nomor 50772);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintuhan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesis  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582)
nebagnimana  telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Neguara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Taumbahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenagn Keschatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambaha Lembaran Negara Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);
i i 61 Tahun
turan Menteri Dalam Ncgcn Nomor
?0537 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;
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. s Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya
discbut RSB adalah dokumen perencanaan 5 (loma) nx:hunan} vang
mencakup antara lain visi, musi, program strategis, pengukuran
pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah.
chca_mBmxsdanAn@ranRumahSalmUmmDaﬂahyang
selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan basrus dan
pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan
anggaran Rumah Sakit Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah
rencana kena dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan.
PcndapatanadalahacmuahakRumahSahtyangdiakuistbagm
penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran vyang
bersangkutan.

Belanja adalah semua kewajiban Rumah Sakit vang diaku sebagai
bersangkutan.

Pemegang Kas adalah setiap orang vang ditunjuk dan diserahi tugas
melaksanakan kegiatan kebendaharaan dan fungs:-fungs:
bendaharawan sesuai peraturan perundang-undangan vang beriaku
dalam rangka pelaksanaan RBA di Rumah Sakit

Pola Tata Kelola (corporate governancey BLUD adalah peraturan internal
Rumah Sakit yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana,
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, farness.
Praktek bisnis yang schat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang bailk dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen
Smmd,mpkandcnganmaksmiunmkdx)adﬂmnscbagmpedoman
bagi Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang_dalam
wmtukmcningtatkanmumpclayananihRumahSabtdan_
memberikanpanduanmmgcnaihakdankewapbansdmuhpegawm
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PRINSIP TATA AELOLA

Pasal 3

(1 BLUD bderoperas: berdasarkan pola tata kelola atau peraturan intermal,
yang memuat antam lan:

A strukiue orgamsas:,;

b prosedur kena:

¢ pengelompokan fungs vang kwis,

d. pengeiolaan sumber dava manusia.

(21 Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pnnsip
antama kan:

A tmansparansy;

bakuntabilitas,

¢ responsabalitas;

d. mdependensa

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1) huruf
a, mengeambarkan posisi jabatan, pembagan tugas, fungs), tangrung
jawab, dan wewenang dalam organisasi,

(2) Prosedur kena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) huruf b,
mengeambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan
dan fungs: dalam organisasi.

(3) Pengelompokan fungs: yang logis sebagaimana dmaksud dalam Pasal 3
avat (1) huruf ¢, menggambarkan pembagian vang jelas dan rasional
antara fungsi pelavanan dan fungs: pendukung vang sesuai dengan
prnnsip pengendalian intem dalam rangka efekufitas pencapaian
Organisasi. '

(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dtnmkjaud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan l_iam kfb\jakan vang jelas
mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan
secara kuantitauf  dan  kualitatif/ kompeten untuk  mendukung
pencapaian juan Onganisasi secan efektf, efisien, dan produktif.

Pasal 5

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a,
™ merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas das_nr gebcbasap ars
informasi agar informasi sccara langsung dapat ditenma bagl yang
o . ' ' 3 2) huruf b,

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hu
merupakan kejelasan fungsi, struktur sistem yang dipercayakan pada
BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungawabkan. —
(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf ¢,
merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi
terhadap prinsip bisnis yang schat serta peraturan perundang:

e penden. bagaimana huruf d

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (.2) uruf d,

- lmndc p.hn.:e:mtdm pengelolaan organisasi secara profesional tanpa

be‘ turan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun

mn tidak sesuai dengan peraturan porundnng-undangnn. dan scsual
prinsip bisnia yang schat.

BAB IV...
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BAB v
PEJABAT PENGELOLA

Pasal 6

Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
a. pemimpin;

b, pejabat keuangan; dan

¢, pejabat teknis.

Sebutan pemimpin, pejabat keuan i i
! . gan, dan pejabat teknis sebagaimana
g:‘mlnkuud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang
rlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 7

Pengnn.gkalan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan berdasarkan
kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang schat.

Kompetensi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), merupakan
kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD
berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja

keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen
yang baik.

Pasal 8

Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada
Pemimpin BLUD.

Pasal 9

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas dan kewajiban:
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
b. menyusun RSB-BLUD;
iapkan RBA;
; z::gua:um calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada

Kepala Dacrah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat
yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. c:lennyampaxlmn dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional
serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah.

Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penangung jawab
umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 10...
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Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pen
berasal dari non

ANnna7
Pasal 10

Pejabat Keuangan se imana di

b, mempunyai tugas (t‘):ga lu:wa\jibeu"r"?akmJd fdalam Pasal 6 ayat atearet
: mcng!(ourdinaaiknn pPenyusunan RBA;

- menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD (DPA-BLUD);

- melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; :

- menyelenggarakan pengelolaan kas;

- melakukan pengelolaan utang piutang;
menyusun kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi;

- menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan

-menyelenggarakan penyusunan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan.

Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 11

TR ™mSo0oQNrR

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas dan kewajiban :

4. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA: dan

¢. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.

Tanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan
dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 12

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan

kebutuhan.

Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari pegawai non PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap
atau berdasarkan kontrak. '
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD
yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. i
Pcngansgt‘ntan dan pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari non

PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ckonomis dan
produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 13

Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Pengguna

ggaran/Barang Daerah.
Snahm ha{ pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat {1 berasal

dari non PNS, pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang
merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.

Pasal 14

gelola dan pegawai BLUD yang
PNS, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala

Daerah.

BAB V...
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BAB V
DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

g:etigsizﬁ :t‘::ilil_(l:i realisasi nilai omset tahunan menurut laporan
¢ m aset menurut i

Tmllam;l. dapat dibentuk Dewan Pengaw::.mca yang memenuhi syarat
d?t:ntap k::sﬂgfbt:nbcwan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antait; angic i 3’6‘;3 (Ugal orang atau 5 (lima) orang dan seorang di

an ' ;
Pengawas. engawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan
Syarzttammumal scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah
f‘n’flf e Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
gikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dewan Pengawas dibentuk d K
usulan Pemimpin BLUD. engan Keputusan Kepala Daerah atas

Pasal 16

Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai
RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat
serta saran kepada Kepala Daerah mengenai setiap masalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Kepala Daerah tentang kinerja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan
pengelolaan BLUD;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non
keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD; dan

{ memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

Pasal 17

Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur: '

a. Asisten yang membidangi urusan keschatan atau Kepala Dinas

b g:j:&%bla Keuangan Daerah (Kepala Badan Pengelola
. Keuangan dan Asct Daerah Kabupaten Sintang); dan

naga i sesuai dengan kegiatan BLUD.
s pin b= Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya

dengan — tan Pejabat Pengelola BLUD.

iteri diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu: .
Kntcmym%:;m dan memahami masalah-masalah yang berkaitan

kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup

b. mampu...
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(1)
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b.mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah
dinyatakan ';;auﬂit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau
komisans, a dewan pengawas dinyatakan bersalah sehingga
menyebabkan suatu Pl atwy o

Pasal 18

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima)
tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
berikutnya.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir oleh Kepala Daerah.
P\:mbcrhcnuan anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya
berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:

a. udak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan
pengawasan atas BLUD. .

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pgmbcﬂwnuan

anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir na:

a. permintaan sendin; ' )

b. sudah tidak menjabat lagi sebagai Asisten yang membidangi urusan
dalamPanll?ayat(l)hunda,amu:udahtidakmcmabatlagJ
nbagai?qahal?cngcblaKcmngaanah(Kc_palaBadanPen_gebla
Keuangan dan Aset Daecrah Kabupaten Sintang) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.

w::DewanPcngambcﬁmu'karma:

a. masa jabatannya berakhir; atau

mgasDewanPcnpmdan

&md-bim-rmcdbﬂ“ffz;d,anpunjnuoduuﬁmmndmmnna&
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BAB V1
STATUS KELEMBAGAAN

Pasal 21

(1) Dalam hal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mengubah status

kelembagaannya, berpedoman
undangan. pada ketentuan peraturan perundang-

(2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

a. pcmt?ahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau
sebaliknya;

b. perubahan organisasi, antara lain: penyempurnaan tugas, fungsi,
struktur organisasi dan tata kerja.

BAB VII
REMUNERASI

Pasal 22

(1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sckretaris Dewan Pengawas

dan pcga\yai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat
tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan

kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif,
bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
honorarium.

(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

(1) Penetapan remunerasi Pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-

(2

faktor yang berdasarkan: .

a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan
serta produktivitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;

¢. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu
dan manfaat bagi masyarakat. . o ‘

Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Tclgus ditetapkan Pah'.‘g

banyak scbesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin

BLUD.
Pasal 24

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% {empat

persen) dari ii Pemimpin BLUD; .
gr:)k:anum lxxggot?JDewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga

dari gaji Pemimpin BLUD; dan i
ﬁuluh o mpef*"&m Dewan Pengawas paling banyak scbesar 15% (lima

belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
Pasal 25...
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Pasal 25

(1) Rf:muncraai Pejabat Pengelola dan Pengawas BLUD sebagaimana
gcu:;:j:t;‘dmdalamcﬁpuﬁl:’aaal 22 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator
: l;:cggalamanﬂan dﬁ masa kerja {basic index);

- ketrampilan, ilmu i L s
gt e i pcng::tahuan dan perilaku (competency index);
d. gingkat kegawatdaruratan (emergency index);
¢. jabatan yang disandang (position index); dan
f. hgsil/ capaian kinerja (performance index).

(2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaiji
pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang
S:iludgn tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan

al remunerasi yang ditetapkan oleh Ke Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (g). -

BAB VI1II
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Dewan Pengawas yang masih menjabat, tetap menjabat dan melaksanakan

tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Petunjuk pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Peratum ngati ini
upanfiangpemcngenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati atau Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 28

Dengan i ini i Sintang
a Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupaq

N 30 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Pada Rumah Sakit Umum

DZ:;:; Ade Muhammad Djoen Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar s.c.tia'np orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal | u}uh 2017

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal | Juh 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

. O,

‘4

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 5/



